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2.1 Sistem

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyamankan makna istilah sistem
dengan cara. lIstilah sistem dari bahasa Yunani yaitu Systema yang berarti

penempatan atau mengatur.

Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008:2) adalah sekelompok unsur yang
erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai

tujuan tertentu.

Pengertian sistem menurut Widjajanto (2008:2) adalah sesuatu yang memiliki
bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui

tahapan yaitu input, proses, dan output.



2.2 Sistem Pengendalian Intern

Berikut akan dijelaskan mengenai sistem pengendalian intern.
1.  Definisi Sistem Pengendalian Intern

Berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pengendalian menurut
para ahli, antara lain:

Menurut Committee of sponsoring orgaanizations (COSO) dalam buku
Azhar Susanto (2008:95), COSO menyatakan bahwa pengendalian intern
meliputi dorongan yang diberikan kepada seseorang atau karyawan bagian
tertentu dari organsasi atau organisasi secara keseluruhan agar berjalan sesuai
dengan tujuan.

Definisi  pengendalian  internal  menurut  Mulyadi  (2008:163)
mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi,
metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang digunakan oleh pihak
manajemen perusahaan untuk mengusahakan dalam mencapai suatu akhir dari
kegiatan operasional maupun administrasi perusahaan. Hal ini memiliki

serangkaian tindakan yang dapat meresap dan terintegrasi dalam seluruh proses
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pengendalian intern dan tidak perlu untuk ditambahkan ke dalam infrastruktur
suatu perusahaan.

Pengendalian intern dilakukan oleh pihak yang terkait dan berperan
misalnya dewan direksi, manajemen dan personel perusahaan lainnya. Dalam
hal ini dimaksudkan bahwa pengendalian intern bukan hanya suatu manual
kebijakan ataupun formulir kelengkapan perusahaan, tetapi lebih ditekankan
pada orang atau pihak yang berperan pada berbagai tingkatan dalam suatu
perusahaan.

Pengendalian intern dalam suatu perusahaan diharapkan untuk
menyediakan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak kepada
dewan direksi dan manajemen perusahaan dalam hal penyediaan informasi
pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi perusahaan yang berkenaan
dengan pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan
dalam sistem pengendalian intern yang terdapat dalam suatu perusahaan dan
perlunya dalam memberikan pertimbangan mengenai biaya dan manfaat
relative dari setiap pengendalian yang dilaksanakan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai definisi diatas adalah bahwa
sistem pengendalian intern merupakan kumpulan-kumpulan dari bagian-bagian
yang tidak terpisah yang dijalankan oleh semua pihak yang ada di dalam
organisasi tersebut sehingga akhir suatu perusahaan yang telah ditetapkan

bersama dapat berjalan secara efektif dan efisien.
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2.  Sistem Pengendalian Intern, menurut tujuannya dibagi menjadi:

Menurut Mulyadi (2008:163) tujuan sistem pengendalian intern menurut

definisinya mempunyai empat tujuan diantaranya:

a.

Menjaga kekayaan organisasi.

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka akan dapat
mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidakefisienan, dan
penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan.

Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Keandalan data atau informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalma
pengambilan keputusan untuk meningkatkan Kketelitian dan dapat
dipercayanya data akuntansi.

Mendorong efisiensi.

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan
memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan
hasil yang sebaik-baiknya.

Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, maka kebijakan, prosedur, dan sistem
pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan

dipatuhinya oleh seluruh karyawan.
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Komponen dan Unsur Sistem Pengendalian Intern

Laporan COSO dalam buku Azhar Susanto (2008:96) mengidentifikasikan

lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, diantaranya

sebagai berikut.

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian adalam pembentukan suasana organsiasi serta

memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organsisasi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Integritas dan nilai etika

Komitmen terhadap kompetensi
Partisipasi dewan direksi dan tim auditor
Filosofi dan gaya manajemen

Struktur organisasi

Pemberian wewenang dan tanggung jawab

Kebijakan mengenai sumber daya manusi dan penerapannya

b. Penilaian Risiko (Risk Assesment)

Penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen

dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat

perusahaan dalam mencapai tujuannya.
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Pengendalian Aktivitas (Control Activities)

Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prooosedur yang dimiliki
manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa
manajemen telah dijalankan sebagaimana harusnya.

Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel
yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaiamana aktivitas
mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam
maupun di luar perusahaan.

Pemantauan (Monitoring)

Merupakan suatu proses yang menilai kuaitas kinerja pengendalian intern
suatu waktu.

Menurut Mulyadi (2008:386) untuk menciptakan sistem pengendalian

intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus

dipenuhi antara lain:

a.

Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara
Tegas.

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Untuk
melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen yang

kemudian dibagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih
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kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Pembagian

tanggung jawa fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip

berikut:

1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi
akuntansi.

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk
melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan

Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan, dan

Biaya.

Setiap transaksi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki
wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi, karena itu dalam
organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk
otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit
Organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan
baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat

dalam pelaksanaannya. Cara tersebut sebagai berikut:



1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
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Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus
dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang.

Pemeriksaan mendadak.

Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh
satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari
orang atau unit organisasi lain.

Perputaran jabatan (job rotation)

Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.

Secara periodic diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan
catatannya.

Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya

Unsur mutu karyawan merupakan unsur yang paling penting. Jika

perusahaan mempunyai karyawan yang kompeten dan jujur, unsur

pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan

perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan

yang dapat diandalkan.
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2.3 Proses Pengendalian Intern

Proses pengendalian intern sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk
menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan.
Pengertian proses pengendalian intern menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati
(2009:107) ada beberapa tahapan, antara lain:

1.  Merencanakan dan merancang pendekatan audit

2. Melakukan pengujian pegendalian dan transaksi

3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo
4.  Menyelesaikan audit dan menerbitkan lapran audit.

2.4 Sistem Penerimaan Kas

Kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat
tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai

nominalnya (Soemarso, 2009:296).

Sistem penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melakukan
kegiatan penerimaan kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai
maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang
berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau
transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. “Sumber penerimaan kas
terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan tunai” (Mulyadi,

2008:455).
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi
penerimaan kas adalah suatu kesatuan untuk mengumpulkan, mencatat transaksi yang

dapat membantu pimpinan untuk menangani penerimaan perusahaan.

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan

kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang.

2.4.1.Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai

Menurut Mulyadi (2008:456) bahwa sistem penerimaan kas dari penjualan

tunai dibagi menjadi tiga prosedur, yaitu:

1. Penerimaan kas dari over the counter sale.
Yaitu pembeli datang sendiri ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau
produk yang akan dibeli. Dan perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi
atau pembayaran langsung dari pembeli dengan credit card, sebelum barang

diserahkan kepada pembelli.

2.  Penerimaan kas dari cash on delivery sale.
Yaitu transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan
umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil

penjualan.
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3. Penerimaan dari credit card sale.
Yaitu salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi

penjual, yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual.

Elemen-elemen yang biasa ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan

tunai antara lain:

1. Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu:

a. Fungsi Penjualan
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi
faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli
untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Fungsi ini berada di tangan
Bagian Order Penjualan.

b. Fungsi Kas
Fungsi ini bertanggung jawab menerima kas dari pembeli. Fungsi ini
biasanya berada di tangan Bagian Kassa.

¢. Fungsi Gudang
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh

pembeli, serta menyerahkan barang tersebut pada fungsi pengiriman.
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Fungsi Pengiriman

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan
barang yang telah dibayar kepada pembeli.

Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan

penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan.

Informasi yang diperlukan

Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dalam penerimaan kas

dari penjualan tunai adalah:

a.

—h

Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk
selama jangka waktu tertentu.

Jumlah kas yang diterima dari penjulan tunai.

Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu.
Nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan
produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli
ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai.
Kuantitas produk yang dijual.

Otorisasi jabatan yang berwenang.
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3. Dokumen yang digunakan
a. Faktur penjualan
Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang
diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan.
b. Pita register kas
Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin
register kas (cash register).
c. Bukti setor bank
Dokumen yang dibuat fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank.
4.  Catatan akuntansi yang digunakan
a. Jurnal Penerimaan Kas
Jurnal ini digunakan fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari
berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai.
b. Jurnal Penjualan
Jurnal penjualan digunakan fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas
penjualan.
c. Jurnal Umum
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan

oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yag dijual.
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Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas

a. Prosedur Order Penjualan

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan
membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan
pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi
gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan
kepada pembeli.

Prosedur Penerimaan Kas

Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari
pembeli dan memberikan tanda pembayaran (berupa pita register dan cap
“lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada pembeli untuk memungkinkan
pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi
pengiriman.

Prosedur Penyerahaan Barang atau Pemberian Jasa

Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada
pembeli.

Prosedur Pencatatan Penjualan

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatamm transakssi
penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas serta
mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu

persediaan.
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Prosedur Penyerahan Kas ke Bank
Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan
segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur
ini fungsi kas menyetorkan yang diterima dari penjualan tunai ke bank
dalam jumlah penuh.

Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam
jurnal penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank
melalui fungsi kas.
Prosedur Pencatatan HPP
Dalam prosedur ini, fungsi akutansi membuat rekapitulasi HPP berdasarkan
data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi ini,
fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk

pencatatan HPP ke dalam jurnal umum.

Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas

dari penjualan tunai adalah:

a. Organisasi

Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh Bagian Order Penjualan,

Bagian Kasa, Bagian Pembungkus, dan Bagian Akuntansi.
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b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
Penerimaan Order dari pembeli diotorisasi oleh Bagian Order Penjualan
dengan menggunakan Faktur Penjualan Tunai. Penerimaan kas diotorisasi
oleh Bagian Pembungkus dengan cara membubuhkan cap ‘“Sudah
Diserahkan” pada faktur penjualan tunai. Pencatatan ke dalam catatan jurnal
dan buku pembantu Persediaan Barang diotorisasi oleh Bagian Akuntansi
dengan cara membubuhkan paraf pada faktur penjualan tunai.

c. Praktek yang Sehat
Faktur Penjualan Tunai bernomor urut tercetak dan penggunaannya
dipertanggungjawabkan oleh Bagian Order penjualan. Jumlah Kas yang
diterima dari hasil penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang
sama atau hari kerja berikutnya. Dilakukan perhitungan saldo kas yang ada
di tangan bagian kasa secara periodik dan mendadak oleh Bagian Pemeriksa
Intern dan dibandingkan dengan seluruh jumlah Faktur Penjualan Tunai dan
tembusan Pita Register Kas. Secara Periodik dilakukan penghitungan fisik
barang dan dibandingkan dengan jumlah yang tertera pada Kartu Persediaan

Barang.
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2.4.2.Sistem Penerimaan Kas dari Piutang

Penerimaan kas dari piutang berasal dari penjualan secara kredit. Berdasarkan
sistem pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang
mengharuskan:

1.  Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindahbukuan
melalui rekening bank (giro bilyet).

2.  Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank
dalam jumlah penuh.

Elemen-elemen yang biasa ada dalam sistem penerimaan kas dari piutang
antara lain:

1.  Fungsi yang terkait
Prosedur penerimaan kas dari piutang melibatkan beberapa fungsi, yaitu:
a. Fungsi Sekretariat
Bertanggung jawab dalam menerima cek dan surat pemberitahuan melalui
pos dari para debitur perusahaan dan bertugas membuat daftar surat
pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek
dari para debitur.
b. Fungsi Penagihan
Bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada debitur perusahaan

berdasarkan daftar piutang yang dibuat oleh fungsi akuntansi.
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Fungsi Kas

Bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat (jika
penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos) atau dari fungsi
penagihan (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui
penagihan perusahaan). Fungsi kas juga bertanggung jawab untuk
menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut dengan segera
ke bank dalam jumlah penuh.

Fungsi Akuntansi

Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam
jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang.
Fungsi Pemeriksa Intern

Bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada di
tangan fungsi kas secara periodik. Selain itu juga bertanggung jawab dalam
melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi.

Prosedur penerimaan kas

Prosedur penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu

sebagai berikut:

3.

a. Melalui penagihan perusahaan,

b. Melalui pos, dan

C.

Melalui lock box collection plan.

Dokumen yang digunakan
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Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah:

a. Surat Pemberitahuan

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran
yang dilakukan. Biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat
oleh debitur. Oleh perusahaan dokumen ini dijadikan dokumen sumber
dalam pencatatan berkurangnya piutang.

Daftar Surat Pemberitahuan

Dokumen ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat fungsi
sekretariat atau fungsi penagihan.

Bukti Setor Bank

Dokumen ini dibuat fungsi kas sebagai bukti penyetoran ke bank. Dokumen
ini dibuat rangkap 3.

Kuitansi

Merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para

debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka.

2.5 Pengendalian Internal Penerimaan Kas

Menurut Slamet Sugiri (2009:16) prinsip-prinsip pengendalian intern yang

diterapkan untuk kas antara lain.

1.

Pemisahan Tugas
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Tugas mencatat penerimaan kas dan pengeluaran kas harus dipisah dari tugas

menyimpan dan menyetujui pengeluaran kas.

2.  Penyetoran Bank
Semua penerimaan kas harus segera disetor ke bank.

3. Pemeriksaan Mendadak
Pemeriksaan terhadap catatan dan fisik kas harus dilakukan secara mendadak
dan tidak dalam interval tertentu.

4.  Menggunakan Cek
Semua pengeluaran kas (kecuali kas kecil) harus dilakukan dengan
menggunakan cek.

Adapun kecurangan-kecurangan yang sering terjadi di dalam penerimaan kas
adalah:

1.  Lapping, yaitu menyelewengkan kas dengan cara melaporkan penerimaan leih
lambat daripada saat penerimaannya, perkiraan debitur yang bersangkutan baru
akan dikredit setelah diterima pembayaran dari debitur lain.

2.  Menggunakan dana untuk sementara waktu, tanpa memalsukan catatan atau
pembukuan atau hanya dengan tidak mencatat uang yang telah diterima.

3. Dengan mencantumkan angka penjumlahan buku kas yang lebih besar atas
pengeluaran atau lebih kecil atas penerimaan daripada jumlah yang sebenarnya.

4.  Dengan terlalu tinggi membukukan potongan harga.

5.  Dengan menghapuskan piutang sebagai piutang tak tertagih.
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Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pengendalian intern
penerimaan kas merupakan pengendalian intern yang saling memisahkan fungsi
antara pencatatan dan pengurusan kas yang jelas, dan bertujuan untuk menghindari
penyelewengan-penyelewengan yang kemungkinan terjadi dalam perusahaan dan
tidak dapat digelapkan oleh siapapun. Pengendalian intern juga mempunyai
pengertian dalam arti sempit sama dengan istilah internal check, yaitu prosedur-
prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti

mencocokkan penjumlahan horisontal dengan penjumlahan vertikal.



